
TENT ANG 

NOMOR 42 TAHUN 2020 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

BUPATI WONOGIRI 
PROVTNSI JAWA TENGAH 

BUPATI WONOGIRI, 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya tarif pemerik ~ 
Rapid Test dalarn Surat Edaran Menteri Keseh till 
Nomor HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan a f 
Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, maka P l 
dilakukan perubahan atas tarif pelayanan keseh. t 
khusus di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soed r 
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai 
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pera r 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan B 
Wonogiri Nomor 38 Tahun 2020 tentang i·r 
Pelayanan Keschalan Khusus Pada Badan Laya 4 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah ~. 
Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri; ii II 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pcmbentukan Daerah-daerah Ka bu paten 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang W 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indo e ia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Rep tJ ik 
Indonesia Negara Nomor 3273); i I 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 te g 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indo e ia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran N g a 
Republik Indonesia Nomor 5063) ; 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 38 T 
2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS PADA BA 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOED 
MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

SALINA 



4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang R 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia T 
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran N 
Republik Indonesia Nomor 5072) ; I 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten ang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep b~ 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 !7) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali ter 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor q~, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N rtjpr 
5679); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ten ff~ 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Rep b~ 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tamb h~ 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 ten n-g 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lemb kn 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1~• 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N ~?r 
3447) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten g 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U J~ 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0~5 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rep blik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah di lh 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 T n 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeri h 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keu g' 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rep b k 
Indonesia Tah un 2012 Nomor 171, Tamb 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten g 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Ne a 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tamb ;~ 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) 1r 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten amg 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne a.pa 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamb an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; I I 

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 ten llj\g 
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Ne a±Ja 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 



Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 T 
2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus Pada Badan Laya 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Man 
Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri T 
2020 Nomor 38) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN A A$ 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 38 TAH 
2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHA 
KHUSUS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAE 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANG 
SUMARSO KASUPATEN WONOGIRI. 

Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 006 
ten .ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Da rlf,-h 
sebagaimana telah diubah beberapa kali ter 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Alas Perat 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita ~ 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 0~8 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Serita Ne ara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan 
1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis 
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan 
Upaya Penanggulangan (Serita Negara Rep bill< 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 503); 

15. Surat Edaran Menteri Kesehatan N rdir 
HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Te · ~ 
Pemeriksaan Rapid Test Antibodi; 

16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun O~o 
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Da rJii 
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Won ~ 
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 N rnor 
29); 

17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 040 
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus pada S dcpi 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Da r¥ 
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Won 
(Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 N 
38); 



Salinan sesuai dengan aslinya 

KEP~;IAN HUKUM 

FRC. MEI DWI KUSWITANTI, S.H, M.Hum. 
NIP. 19740519 199903 2 007 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRJ TAHUN 2020 
NOMOR 42 

HARYONO 

Ttd 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 8 Juli 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

JOKO SUTOPO 

Ttd 

BUPATl WONOGIRI 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 8 Juli 202 

Agar setiap orang mengetahumya memenntahkan pengundang 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daer 
Kabupaten Wonogiri. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Pasal 2 
(1) Pelayanan kesehatan khusus dalarn rangka deteksi dini couid 1 

adalah dengan pemeriksaan cepat (RTD). 
(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sebe a 

Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 


